
 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA 

PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN MALUKU TENGGARA  

TAHUN 2018-2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Maluku Tenggara Tahun 2018-2023; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II 

Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1645); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 



  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725; 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 



  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4664); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 

Nomor 4697); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4698); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang 

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara 

dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei 

Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5227); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis; 

 



  21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

  22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di 

Provinsi Maluku; 

  22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil 

Terluar; 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

  24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 

2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Maluku Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Maluku Nomor 05 Tahun 2009); 

  25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil Provinsi Maluku; 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 

12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 

Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku 

Tenggara Nomor 137); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 

6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga 

Teknis Kabupaten Maluku Tenggara; 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 

13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RT-RW) Kabupaten Maluku Tenggara 2012–2032; 

 

  



Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN MALUKU TENGGARA 

dan 

BUPATI MALUKU TENGGARA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018-2023. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara; 

2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara; 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara; 

4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat 

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.  

5. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung 

mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan 

kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh 

masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/ohoi, pengusaha/investor, 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan 

ohoi, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok 

masyarakat rentan termajinalkan.  

6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 

pembangunan manusia.  

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 

daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.  



8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005–2025.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018-2023.  

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra 

PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.  

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 

yang disusun setiap tahun.  

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1(satu) 

tahun.  

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan.  

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

15. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.  

16. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.  

17. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga 

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, 

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

 

BAB II 

RPJMD 

 
Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai 

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 

tahun 2023; 

(2) RPJMD dijabarkan kedalam: 

(1) visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan 

(2) tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program 

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai 

dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

(3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja 

PD, serta dokumen perencanaan lainnya. 

 



 Pasal 3 

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:  

1. BAB I :  Pendahuluan;  

2. BAB II :  Gambaran Umum Kondisi Daerah;  

3. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah; 

4. BAB IV : Analisis Pembangunandan Isu Strategis;  

5. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;  

6. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;  

7. BAB VII: kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat 

Daerah;  

8. BAB VIII : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 

9. Bab IX : Penutup 

 

Pasal 4 

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam 

Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 5 

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan 

sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan 

kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2018-2023.  

 

Pasal 6 

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 

 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 7 

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.  

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 8 

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD 

berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. 



(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 

pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

menyangkut pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Maluku Tenggara. 

 

  Ditetapkan di Langgur 

pada tanggal 2 April 2019 

   

BUPATI MALUKU TENGGARA, 

 

Cap/ttd 

 

MUHAMAD THAHER HANUBUN 

   

Diundangkan di Langgur 

pada tanggal 2 April 2019 

 

  

PJ. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MALUKU 

TENGGARA 

 

Cap/ttd 

 
MATHEOS TESLATU 

 

  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 

3   

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KABUPATEN MALUKU TENGGARA  

TAHUN 2018-2023 

 

I. UMUM  

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan 

cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala 

Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, mengamanakan Pemerintah Daerag Menyusun Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Maluku Tenggara  Tahun 2018–2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang penyusunannya 

berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku, 

serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018–2023, 

memuat Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan; 

Analisis Pembangunan dan Isu Strategis; Strategi dan Arah Kebijakan; 

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana 

Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; dan Penetapan 

Indikator Kinerja Daerah.  

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018–2023 dilakukan secara partisipatif 

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta 

mengcu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Maluku Tenggara Tahun 2018–2023, akan digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku 

Tenggara pada setiap tahun anggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai 

berlaku, RKPD Tahun 2019 tetap berlaku.  

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018-2023.  

 



II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 

 Cukup Jelas 

Pasal 2 

 Cukup Jelas 

Pasal 3 

 Cukup Jelas 

Pasal 4 

 Cukup Jelas 

Pasal 5 

 Cukup Jelas 

Pasal 6 

 Cukup Jelas 

Pasal 7 

 Cukup Jelas 

Pasal 8 

 Cukup Jelas 

Pasal 9 

 Cukup Jelas 

Pasal 10 

 Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 

2019 NOMOR 230 

 


